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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik, untuk menunjang pembangunan didaerah tersebut. Menurut Caprioli (2015), isu yang krusial dalam kajian makroekonomi adalah tentang cara pemerintah mendapatkan penerimaan yang dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan senantiasa berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan desentralisasi ini dimaksudkan supaya penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan setiap daerah dapat memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki agar dapat mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan asas desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan pemberian bagi hasil atau dana perimbangan (Khusaini, 2006)
Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 285 ayat 1. Pajak daerah merupakan cerminan dari partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.
Kebijakan otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan daerah secara mandiri. Wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi dalam aspek pengelolan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal (Badrudin, 2012). Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai potensi yang dimiliki. Pelaksanaan otonomi daerah dititik beratkan pada penyerahan sejumlah kewenangan pembiayaan dimana salah satunya adalah komponen berupa penerimaan pajak yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rusdiansyah, 2003). Sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimanatn Utara selama lima tahun terakhir, target dan realisasi dari pajak daerah adalah sebagai berikut
Tabel 1.1
Target Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Anggaran tahun 2018-2022
	Tahun
	Target
	Realisasi
	Persentasi

	2018
	338.500.000.000,00
	391.805.580.198,00
	115,75%

	2019
	400.039.235.615,00
	417.536.961.744,00
	104,37%

	2020
	411.749.287.330,71
	348.949.836.778,00
	84,75%

	2021
	430.384.170.522,00
	392.686.405.543,00
	91,24%

	2022
	505.227.578.248,00
	596.780.850.288,00
	118,12%


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, ( 2023 )
Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Utara, periode tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi terhadap realisasi yang dicapai. Adanya fenomena tersebut mengakibatkan penerimaan daerah belum maksimal dalam menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga perlu adanya pemecahan masalah dengan menganalisis kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam penerimaan pajak daerah, potensi pajak daerah serta proyeksi pajak daerah dimasa yang akan datang.
Menggali potensi pajak daerah yang ada merupakan upaya efektifitas yang dilakukan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004), efektif yaitu apabila suatu organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. Tingkat efektifitas Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara dihitung berdasarkan target yang telah ditentukan. Semakin besar tingkat efektifitas Pajak Daerah, dapat dikatakan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara aparatur pajak telah efektif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah.
Jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang merupakan sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaran Bermotordisetiap kabupaten/kota dalam hal ini Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Kendaran Bermotor.
Pajak Kendaran Bermotor(PKB) merupakan primadona pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan dari sektor Pajak Kendaran Bermotordiprediksi bertambah mengingat angka pertambahan kendaraan karena kebutuhan masyarakat yang sangat signifikan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendifinisikan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu: “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua berdasarkan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Berikut ini merupakan Target, Realisasi dan Data Tunggakan Penerimaan atas Pajak Kendaran Bermotordari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022
Tabel 1.2
Target, Realisasi dan Tunggakan
Pajak Kendaran BermotorProvinsi Kalimantan Utara                     Anggaran tahun 2018-2022
	No
	Tahun
	Target            (Rp.)
	Realisasi        (Rp.)
	Tunggakan         (Rp.)

	1
	2018
	71.500.000.000,-
	72.000.000.000,-
	94.521.770.550,-

	2
	2019
	78.720.000.000,-
	95.515.819.400,-
	127.045.069.000,-

	3
	2020
	85.000.000.000,-
	71.262.579.200,-
	108.163.644.940,-

	4
	2021
	93.500.000.000,-
	77.925.744.900,-
	111.247.608.810,-

	5
	2022
	78.700.000.000,-
	88.944.647.800,-
	125.231.302.290,-


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, ( 2023 )
Pada tabel 1.2 dilihat dari data diatas bahwa dapat disimpulkan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Utara cukup banyak dan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor ini diharapakan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran Pajak Kendaran Bermotoryang dilakukan oleh wajib pajak di samsat terdekat sebelum masa pajak berakhir. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi terhadap Pajak Kendaran Bermotorsudah memenuhi target. Tetapi masih jauh untuk memenuhi target potensi yang ada. Adanya fenomena tersebut mengakibatkan penerimaan daerah belum maksimal dalam menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga perlu adanya pemecahan masalah dengan menganalisis kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam penerimaan pajak daerah, potensi pajak daerah serta proyeksi pajak daerah dimasa yang akan datang.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Pendapatan Pajak Daerah Kalimantan Utara berdasarkan potensi penerimaan pajak daerah, serta mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja dan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity dan Threat) pada Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Utara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Namun pada nyatan nya, dalam pelaksanaan penerimaan Pajak Kendaran Bermotorsering mendapat Pengaruh dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena ini, analisis ini diperlukan untuk menilai kinerja berdasarkan poternsi pajak daerah kendaraan bermotor melalui pendekatan SWOT untuk mengetahui posisi strategis Bapenda dalam mengelola potensi pajak.
Dalam sisi kekuatan (Strenght) Bapenda Kaltara memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Mulai dari Perda No. 4/2016 dan Perda No. 1/2024 menjelaskan bahwa Badan Pendatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara berlandaskan regulasi ini dalam pelaksanaanya. Dalam sisi kelemahan (Weakness) di Provinsi Kaltara kemungkinan besar kesadaran wajib pajak masi rendah. Unuk sisi Peluang (Opportunities) berdasarkan regulasi baru dalam Perda 1/2024 dapat membuka ruang inovasi, kebijakan inssentif dan digitalisasi pemungutan pajak. Dan untuk Ancaman (Threats) bisa saja persainigan antar dearah dalam pemungutan pajak dapat menjadi ancaman utama dalam hal ini, selain itu regulasi yang berubah – ubah dan wajib pajak yang pindah daerah atau lari ke luar wilayah. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan public di Kalimatan Utara
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada Latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan analisis SWOT untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara ?
2. Bagaimana strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari menganalisis kinerja dan potensi pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah:
1. Untuk mengetahui kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui strategi Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Bagi Penulis
Sebagai bahan perbandingan antara teori yang dipelajari dalam perkuliahan dengan praktik nyata dan untuk menambah wawasan dan memperoleh gambaran langsung untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman dan penjabaran yangpenulis dapat lakukan terhadap teori yang di ketahui.
1.4.2 Manfaat Bagi instansi
Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan potensi pemungutan pajak daerah dengan adanya sebuah penelitian ini, diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para peneliti sendiri maupun bagi yang lain. Instansi demi perbaikan dan perkembangan instansi kedepannya.
1.4.3 Manfaat Bagi Akademik
Dapat menjadi tambahan pustaka yang bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman dan referensi serta menambah jumlah koleksi bagi akademik dan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
BAB II
TINJAUAN  PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Pajak 
2.1.1 Value For Money
Value for Money merupakan  konsep pengelolaan oranisasi sektor publik  yang mendasarkan   pada tiga elemen  utama, yaitu :
1) Ekonomis   merupakan   perolehan input dengan kualitas dan kuantitas  dengan  harga  terendah. Ekonomis berkaitan dengan pengkonversian input primer berupa  sumber  daya  keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Ekonomis berhubungan  dengan  sejauh  mana organisasi  sektor    publik    dapat meminimalisir input resources yang digunakan untuk menghindari    pengeluaran  yang boros dan tidak produktif.
2) Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimal pada  input tertentu dengan penggunaan terendah   untuk   mencapai  target, maka efisiensi perbandingan output/input. Output berupa barang atau pelayanan     yang dihasilkan   dengan   sumber   daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.
3) Efektivitas adalah tingkat pencapaian  hasil program dengan target   yang  ditetapkan. Menurut (Mardiasmo, 2009) Efektivitas merupakan  perbandingan  outcome dengan output. Efektivitas hubungan   antara   output   dengan tujuan.  Semakin  besar  kontribusi output terhadap pencapaian tujuan,  maka   semakin  efektif organisasi, program, atau kegiatan.  Jika  ekonomi  berfokus pada   input   dan   efisiensi   pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcomeatau   hasil   (Mahmudi, 2015).
2.1.2 Pengertian Pajak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 ayat (1)).

2.1.3 Potensi Penerimaaan Pajak Daerah
Menurut Mardiasmo (2019), Potensi penerimaan pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang dapat digali oleh pemerintah daerah dari berbagai objek pajak yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2.1.4 Definisi Pajak Daerah
Menuru Mardiasmo (2019), Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada pemerintah  daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah.  
2.1.5 Definisi Potensi Pajak
Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada saat satu periode merupakan satu temuan pendapatan dilapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tariff dasar pajak. (Mardiasmo dan Makhfatih)
Menurut Mardiasmo (2019), Potensi Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat digali oleh pemerintah dari berbagai objek pajak yang tersedia untuk  meningkatkan penerimaan negara atau daerah
2.1.6 Jenis-jenis Pajak Daerah
Ruang lingkup Pajak Daerah terbatas pada obyek yang belum dikenakan Pajak Pusat (Rahayu, 2020 : 51-52). 
1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) 
a. Pajak Kendaraan Bermotor 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
d. Pajak  Air Permukaan 
e. Pajak Rokok 
2) 
Pajak Daerah Tingkat II (Kota dan Kabupaten) 
a. Pajak Hotel 
b. Pajak Restoran 
c. Pajak Hiburan 
d. Pajak Reklame 
e. Pajak Penerangan Jalan 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
g. Pajak Parkir 
h. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 
i. Pajak Sarang Burung Walet 
j. Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor
1) Definisi Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua berdasarkan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Siahaan, 2016). 
2) Objek Pajak Kendaraan Bermotor
a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atas penguasaan kendaraan bermotor 
b. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pada PKB, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah: 
a) Kereta Api; 
b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara; 
c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas 34 timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan 
d) Objek lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana di bawah ini. 
1) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat 
2) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan 
3) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importer yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas 
4) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari 
5) Kendaraan pemadam kebakaran 
6) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.
3) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor
Pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
Dari uraian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang. Dimana uang tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga negara untuk masyarakat luas.
2.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Potensi Pajak Daerah
2.2.1 Kinerja
Wilson Bangun (2012:231), mendefenisikan :
”Kinerja (Performance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerja (job requirement) suatu pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang disebut juga sebagai standar pekerja (job standard)”
Selanjutnya Kusnadi (2003;64) menyatakan bahwa kinerja adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan atau target tertentu. Minner (1990) yang dikutip oleh (2010;170) kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berprilaku sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Hariandja (2002;195) mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau prilaku yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam organisasi dalam mencapai tujuannya, sehingga bebagai kegiatan harus dilakukan organisasi tersebut untuk meningkatkannya. Rivai (2003;584) mengemukakan kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kemudian Lohman (dalam Mahsun,et al,2012) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang didevinisikan dari tujuan strategis organisasi. Simons (dalam BPKP dalam Mahsun, 2014) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil actual dengan sasaran dan tujuan strategis.
Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja, atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai karyawan per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Pengukuran Kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategis sehingga dapat diketahui kemampuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
2.2.2 Pegawai
Hasibuan (dalam Manunlang, 2002) Karyawan adalah orang penjual jasa (pikiran atau tenaga) dan mendapatkan kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Subir (dalam manulang, 2002), karyawan adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
Dalam penelitian ini pegawai yang dimaksud adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara termasuk pegawai UPTD Bapenda Kalimantan Utara (SAMSAT) sebagai pelaksana dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Apakah performa dari pegawai sudah memuaskan atau belum guna mencapai target atau hasil yang diinginkan.
2.2.3 Pelayanan Publik
Menurut Moenir (2008:197) mengatakan bahwa pelayanan yang baik dapat memuaskan kepada orang atau kelompok orang yang dilayani, maka petugas pemberi layanan dapat memenuhi 4 persyaratan pokok, yaitu :
1. Tingkahlaku yang sopan
2. Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan
3. Waktu pelayanan yang efesien
4. Keramahtamahan
Ibrahim (2008: 22) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan sebagai suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia dan proses serta limgkungan atau bahkan mungkin melebihi harapan.
Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu : Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak dibidang jasa. baik itu orang yang bersifat komersial ataupun non-komersial. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non-komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorentasi kepada pangabdian
2.3 Analisis SWOT
Analisis SWOT merupakan metode yang biasa digunakan untuk mengevaluasi dan perumusan strategi dengan menganalisis dan mengindentifikasi berbagai faktor. SWOT merupakan akronim dari Strenght ( Kekuatan ), Weakness ( Kelemahan ) internal dari suatu perusahaan atau badan serta Opportunity ( Peluang ), Threat ( Ancaman ) lingkungan yang dihadapinya. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan tidak mencapai tujuan tersebut (Mariantha,2018:13)
Analisis  SWOT  biasanya  adalah  arahan/rekomendasi  untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekuatan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisis SWOT akan membantu kita untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini.
Analisis ini bersifat deskriptif dan terkadang akan sangat subjektif, karena analisis SWOT adalah sebuah analisis yang akan memberikan output berupa arahan dan tidak memberikan solusi “ajaib” dalam sebuah permasalahan (Mariantha, 2018: 14)
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Gambar 2. 1 Diagram SWOT
(Sumber: Victor, 2020)
Melihat penjelasan dari setiap posisi pada diagram SWOT dapat menginformasikan strategi yang sebaiknya digunakan, yaitu sebagai berikut (Victor, 2020):
a) Kuadran I
Posisi kuadran I menandakan bahwa perusahaan atau badan berada dalam kondisi yang terbaik dikarenakan adanya hubungan antara kekuatan internal dan peluang yang dapat terus ditingkatkan atau dimanfaatkan sehinngga perusahaan dapat berkembang kedepannnya. Strategi yang dapat digunakan dan mendukung untuk kondisi pada kuadran I adalah disebut dengan ketetapan pertumbuhan agresif tepatnya adalah growth oriented strategy.
b) Kuadran II
Dalam kuadran II ini berada pada posisi kekuatan internal dan ancaman dari lingkungan eksternal. Dalam kondisi ini perusahaan masih bisa menggunakan kekuatan internal untuk meningkatkan strategi dan menutupi ancaman yang berasal darai lingkungan eksternal. Oleh karena itu, strategi yang dapat digunakan bilsa suatu perusahaan atau badan berada pada kuadran II yaitu diversifikasi yang memanfaatkan kekuatan dalam periode waktu yang lama atau melihat peluang yang dapat muncul
c) Kuadran III
Kuadrarn ini berada posisi memiliki peluang terbuka untuk berkembang tetapi juga terdapat kelemahan internal perusahaan atau badan. Biasanya kondisi ini disebut struggle. Dalam kuadran III ini strategi yang sesuai adalah sebisa mungkin meminimalisir kelemahan internal perusahaan atau badan serta lebih focus untuk memanfaatkan peluang – peluang yang ada sehingga perusahaan atu badan dapat berkembang serta mencapai tujuan nya.
d) Kuadran IV
Posisi kuadran ini berada pada kondisi yang tidak baik atau tidak memberikan keuntungan. Dikarenakan perusahaan atau badan berada pada kondisi terdapat kelemahan internal dan juga ancaman daari lingkungan eksternal. Dalam kondisi ini, strategi yang tepat adalah bertahan atau defensive.
2.3.1 Indikator SWOT
Dalam melakukan analisis SWOT, ada dua hal yang menjadi pertimbangan yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang akan dihadapi. Adapun indikator dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Sari (2020 : 31) antara lain :
1) Faktor Internal
Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau badan itu sendiri
2) Faktor Eskternal
Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan atau badan yang bersangkutan
2.3.2 Matriks SWOT
Matriks SWOT adalah kombinasi antara faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman sehingga akan membentuk empat alternaif strategi dari kombinasi keduanya yakni strategi S-O (Strenght Opportunities), ST (Strength Threats), WO (Weakness Opportunities), dan WT (Weakness Threats) (Rangkuti 2001).
Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dalah identifikasi factor internal diperluka untuk mengetahui kekuatan yang dapat digunakan dalam mengatasi kelemahan yang ada diperusahaan dengan cara melakukan proses identifikasi terhadap berbagai factor yang ada dalam area fungsional perusahaan seperti sumberdaya manusia, lokasi, produksi, pemasaran, keuangan, dan manajemen (David 2010)
Matriks EFAS (External Factor Analysis Summary) identifikasi factor external diperlukan untuk mengembangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ancaman yang kemungkinan akan datang Faktor eksternal ini terbagi atas dua lingkungan yaitu, lingkungan makro (meliputi faktor demografi, faktor ekonomi, faktor alam, dan faktor politik) dan lingkungan mikro (meliputi kondisi perusahaan, konsumen, pesaing, dan poduk subtitusi) (David, 2010).
2.4 Kerangka Pikir
Menurut Sugiyono (2013:92) kerangka pemikiran merupakan deskripsi sementara terhadap gejala-gejala yang melingkupi objek permasalahan. Kerangka berpikir diartikan sentesa ikatan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dijelaskan dan selanjutnya dianalisis sehingga menemukan sintesa tentang hubungan antrara variabel penelitian.
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kajian teori yang telah diajukan dalam bagian terdahulu skripsi ini tentang Analisis Kinerja Berdasarkan Daya Serap Potensi Pajak Daerah melalui Pendekatan Analisis SWOT Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Menurut Uma Sekaran (dalam Pasolog 2016:83) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang terkait dengan berbagai faktor yang sudah diindentifikasikan sebagai masalah yang urgen.
Dengan teknik analisis data tersebut maka diharapkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak daerah, dengan adanya peningkatan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang ada. Maka dari itu kerangka berpikir akan digambarkan seperti pada gambar
Maka penelitin membuat kerangka pikir yang terdapat pada gambar 1.1
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Menurut Rudi Badrudin dalam buku yang berjudul “Ekonomi Otonomi Daerah” (2011), menjelaskan jenis – jenis sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu :
1. Retribusi
Retribusi Daerah merupakan jenis pungutan selain pajak sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusu disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum
2. Pajak
Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh wajib pajak kepada daerah yang terutang pajak daerah baik oleh orang pribadi maupun  badan  yang  mana  sifatnya  memaksa  berdasarkan  Peratuan Perundang – Undangan dan juga ketidakseimbangannya tidak akan diperoleh secara langsungserta pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat
3. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan
Hadil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sesuatu kegiatan serta tindakan yang meliputi perencanaa, pengendalian, pemanfaaatan, pengamanan hingga perubahan status hukum serta penata usahaannya.
4. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Berdasarkan Pasal 31 ayat (4) beberapa jeni pendapatan asli daerah lain yang juga sah antara lain hasil penjualan kekayaan atau barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil pemnfaatan kekayaaan barang milih daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil dari kerjasama daerah, hasil pengelolaan daan bergulir, jasa giro, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, pendapat bunga, pendapatan denda pajak daerah.
Potensi pajak daerah adalah kekuatan suau daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Potensi pajak daerah ini berasal dari Pendapat Asli Pajak Daerah.
Daya serap PAD melalui analisis SWOT merupakan strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Provinsi Kalimnatan Utara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2.5 Penelitian Terdahulu
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Sebagai data pendukung, teori-teori atau temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu harus mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah kinerja dan potensi pajak daerah. Peneliti telah melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan mengisaratkan bahwa sebagian besar menyatakan bahwa wajib pajak sangat puas dengan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik. Secara khusus, peneliti melakukan inventarisasi terhadap variabel atau komponen- komponen yang sekaligus akan menjadi acuan dalam membuat instrumen yang diturunkan kedalam butir-butir pernyataan untuk disebarkan kepada responden. Selanjutnya membuat skematis hasil penelitian tersebut dalam sebuah tabel yang disusun berdasarkan tahun penelitian dari yang terdahulu hingga yang terkini.
2 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No
	Penulis
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Malombeke (2016)
	Analisis Potensi Dan Efektifitas Pemungutan Pajak Pakir di Kabupaten Minahasa Utara

	· X = Potensi Pajak Parkir
· Y = Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir

	Potensi Pajak Pakir dan Efektivitas Pajak Pakir Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016 secara keseluruhan sudah efektif

	2
	Kannapadang, Ruben S. (2015)
	Proyeksi Potensi Penerimaan  Pajak  Dan
Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara Periode 2015 – 2019
	· Y = Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
· X = Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
· Z = Proyekso Potensi              (Forecasting)
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan daerah dari sumber pajak daerah naik sebesar 1,16% dan retribusi daerah sebesar 1,52%. Penelitian ini mengacu pada asumsi citeris paribus, yang artinya bahwa keadaan masa lalu akan berulang tanpa perubahan pada masa yang akan datang.

	3
	Denny George Lumy, Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka (2018)
	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peneriaan Pajak
Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
	· Y = Penerimaan Pajak Daerah
· X = Faktor – Faktor yang Diduga Mempengaruhi
	1. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah

	4
	Nafrati N. A Sengka dan Transna Putra
Urip ( 2020 )
	Analisi Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD ) Provinsi Papua 2009 - 2017
	· Y = Kinerja Pendapatan Asli Daerah

	Kinerja
 Pemerintah

Pendapatan
Asli Daerah Pronvinsi
Papua
mengalami fluktuasi. Sehingga
strategi
untuk meningkatkan PAD yaitu memanfaatkan potensi ekonomi daerah yang ada dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerah yang ada dengan memanfaaatkan Penerimaan Daerah dari sector pajak daerah  (  Indikator  SWOT  berdasarkan
hasil wawancara )

	5
	Rava Joti (2022)
	Analisis Kinerja Pegawai Dinas Perpustakaan dan Keaarsipan dalam Pelayanan Perpustakaan Keliling di Kota
Pekanbaru
	· Y = Kinerja Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	Dari keseluruhan hasil kuesioner yang diperoleh tingkat kinerja pegawai dinas perpustakaan dan kearsipan berada pada kategori cukup baik

	6
	Novita Sari Siregar (2021)
	Analisis Kinerja Pegawai pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Riau
	· Y = Kinerja Pegawai
· X = Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja dan Kepemimpinan
	Kinerja Pegawai pada kantor UPT Pendapatan Kubang Bapenda Riau sudah cukup baik dikarenakan program kerja sudah terealisasi memenuhi target yang ditentukan. Dengan hambatan masih kurangnya   sarana   prasarana   yang mendukung kinerja pegawai

	7
	Tiara Aprilliani (2022)
	Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan Berdasarkan Integritasi SWOT dan Balanced Scorecard Dengan Pendekatan Metode Analytical Hierarchy Process (HP) (Studi Kasus PT Sapta Mitra Abadi Kota Balikpapan)
	· Y = Kinerja Perusahaan
· X = Faktor Strategis Perusahaan
· Z = Prioritas Strategi
	Saran strategi perspektif pelanggan adalah meningkatkan kepuasan pelanggan PT. Sapta Mitra Abadi dan meningkatkan kerjasama dengan mitra pelanggan. Sasaran strategi perspektif proses bisnis internal adalah peningkatan metode pemasaran pelayanan jasa perusahaan, meningkatkan sistem manajemen mutu PT. Sapta Mitra Abadi, serta inovasi pada bidang usaha perusahaan. Sasaran strategi dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada PT. Sapta Mitra Abadi dan meningkatkan pengelolaan kinerja terhadap  tenaga  kerja  atau  sumber  daya
manusia PT. Sapta Mitra Abadi.

	8
	Siti Makmuroh (2016)
	Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dalam Pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo
	· Y = Kinerja Aparatur Sipil Negara
· X = Motivasi Kerja, Kedisiplinan, Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja
	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ASN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh enam indikator utama: (1) Quanlity, (2) Quantity, (3) Timeliness, (4) Cost Effectiveness, (5) Need For Supervision,
(6) Interpersonal Impact. Dari keenam indikator tersebut, Quality menjadi faktor yang paling berdampak dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan,  yang mencakup  kemampuan  ASN  dalam melaksanakan tugas, kecepatan dan responsivitas dalam memberikan pelayanan, serta keterampilan dan penguasaan teknologi yang mendukung
pekerjaan mereka.

	9
	Alfan Bulgani, Isep Amas Priatna (2024)
	Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Menju Industri 5.0 di PT. ISS Indonesia Menggunakan Metode SWOT
	· Y = Kinerja Pegawai
· X  = Faktor Strategis Perusahaan  (Analisis SWOT) 
	Strategi peningkatan kinerja karyawan berbasis SWOT terbukti efektif dalam mempersiapkan PT. ISS Indonesia menuju Industri 5.0. Pendekatan yang mengintegrasikan kekuatan internal dan peluang eksternal, serta mengatasi kelemahan dan ancaman secara terstruktur, mampu mendorong adaptasi teknologi dan meningkatkan  performa  karyawan  secara
menyeluruh.

	10
	Muhammad Andika
	Penerapan Analisis SWOT Sebagai Strategi Pengembangan PT Al Mucthar Tour  dan  Travel  dalam  Perspektif
Ekonomi Islam
	· Y = Strategi Pengembangan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam
· X = Analisis SWOT
	Berdasarkan hasil perhitungan IFAS didapatkan hasil kondisi internal PT. Al- Mucthar. Kondisi internal memperoleh skor untuk faktor kekuatan sebesar 2,8 dan faktor kelemahan sebesar 0,78 dengan nilai total skoi tabel IFAS sebesar 3,58 yang menunjukkan bahwa kekuatan PT. Al-Mucthar lebih besar daripada kelemahan. Pada hasil perhitungan EFAS, PT. Al-Mucthar. Kondisi internal memperoleh skor untuk faktor peluang sebesar 1,94 dan faktor kelemahan sebesar 1,36 dengan nilai total skor tabel IFAS sebesar 3,5 yang menunjukkan bahwa peluang PT. Al-Mucthar lebih besar daripada ancaman. Berarti PT. Al-Mucthar berada diposisi yang sangat menguntungkan karena memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Perusahaan harus mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Sehingga strategi yang sesuai adalah strategi S-O yaitu menggunakan strategi dan memanfaatkan peluang yang ada dengan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki. berarti PT. Al-Mucthar berada diposisi yang sangat menguntungkan karena memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Sehingga perusahaan harus mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.


BAB III 
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan deskripsi lewat kata – kata. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data asli sehingga mampu memahami objek penelitian secara mendalam. Penelitian kualitatif disebut juga dengan Interpretative research, nature research, atau phenomenological research. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari (Rukin, 2019: 6). Sedangkan pada penelitian ini pendekatan deskriptif akan menggambarkan, menjelaskan, mencatat dan menganalisis kondisi yang ada dan sedang terjadi. Peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja strategi yang baik dan tepat untuk meningkatkan ppendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih baik lagi.
3.2  Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3.3 Tempat dan Waktu
Penelitian dilaksanakan pada bulan 2024. Lokasi penelitian yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Utara
3.4 Model Penelitian
Adapun kerangka konsep penelitian sebagai berikut :
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Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian
3.5 Variabl Penelitian
3.5.1 Jenis Variabel
1) Variabel Independen
Variabel Independen atau Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat (Sugiono, 2019). Dalam penelitian ini variabel independen adalah pegawai dan kinerja
2) Variabel Dependen
Variabel Dependen atau Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2019). Dalam penelitian ini variabel dependen nya adalah potensi pajak daerah
3.6 Jenis Data
Jenis data pada penelitian ini berupa data kualitatif yang diperoleh dengan wawancara dan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3.6.1 Sumber Data
1) Data Primer
Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama (Supriyono, 2018: 48). Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan juga wawancara untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, melalui media perantara. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah diperoleh dari dokumen – dokumen yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti jumlah pendapatan pajak, jumlah realisasi pajak dan jumlah potensi pajak.
3.7 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan salah satu hal yang akan berpengaruh terhadap hasil penelitian secara keseluruhan. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:
1) Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.
Terdapat dua jenis wawancara yaitu, terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur artinya yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Wawancara tidak terstruktur yaitu adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik dan hanya menguat poin-poin penting yang ingin digali oleh responden (Firman, 2015: 63).
2) Triangulasi
Menurut Sugiyono (2016:241) Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan dengan triangulasi, makak sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas datadengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Gambar 3.2 Triangulasi “teknik” pengumpulan data Sumber : Sugiono ( 2016 :242 )
3.8 Teknik Analisis Data
3.8.1 Analisis SWOT
Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif dari catatan lapangan/file notes. Untuk mendapatakan hasil strategi pengembangan usaha maka tahap pertama yang perlu dilakukan yaitu meringkas infromasi input dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi. Tahap kedua adalah tahap pencocokan yaitu menghasilkan strategi alternatif dengan memadukan faktor-faktor internal dan ekternal. Tahap ketiga yaitu tahap keputusan yang akan menentukan startegi alternatif mana yang paling sesuai untuk digunakan (David, 2004). Alat yang digunakan dalam menyusun strategi adalah analisis SWOT. Analis SWOT digunakan untuk mengetahui startegi apa yang digunakan setelah melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang didapatkan dari hasil wawancara. Berikut dibawah ini matrik analisis SWOT.
	
	Strenght ( S )
	Weakness ( W )

	
	Menentukan
1–10
Faktor – Fakor Kekuatan Internal
	Menentukan 1 – 10 Faktor–Faktor    Kelemahan Internal

	Opportunities ( O )
	Strategi S-O
	Strategi W-O

	Menentukan 1 – 10
Faktor–Faktor
Eksternal
	Menciptakan startegi yang menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan peluang
	Menciptakan startegi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang

	Threats ( T )
	Startegi S-T
	Startegi W-T

	Menentukan 1–10
Faktor–Faktor
Kekuatan Eksternal
	Menciptakan startegi yang menggunaan kekuatan untuk menjadi ancaman
	Menciptakan startegi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang


Sumber : (Rangkuti, 2016), (Memah and Potolau, 2019)
Terdapat empat strategi yang terbentuk dalam matriks SWOT, dimana strategi-strategi tersebut dapat memberikan masukan terhadap hasil analisis nilai SWOT yang ada pada perusahaan.
1. Strategi S-O (Strength - Opportunity)
Strategi ini berfokus pada kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh perusahaan. Perancangan strategi ini dilakukan dengan memperhatikan kekuatan sebagai acuan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk dapat meningkatkan strategi perusahaan kearah yang lebih baik.
2. Strategi S-T (Strength - Threat)
Pembuatan strategi yang memperhatikan faktor kekuatan dan ancaman yang dimiliki perusahaan. Dikarenakan faktor ancaman ini akan memberikan dampak yang tidak baik bagi perusahaan maka penyusunan strategi S-T ini akan mengutamakan faktor kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan dari ancaman yang dapat muncul pada perusahaan.
3. Strategi W-O (Weakness - Opportunity)
Strategi ini terdiri dari kelemahan dan peluang yang dimiliki oleh perusahaan. Terdapatnya pemanfaatan faktor peluang yang dapat menjadi pengaruh baik bagi perusahaan akan meminimalkan faktor-faktor kelemahan yang ada pada perusahaan.
4. Strategi W-T (Weakness - Threat)
Strategi yang terbentuk berawal dari kelemahan dan ancaman yang ada di perusahaan. Maka dari itu strategi yang dirumuskan memperhatikan kelemahan yang perlu diminimalkan sehingga perusahaan dapat terlepas dari ancaman
Setelah data terkumpul maka hal selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat matriks faktor stratgei internal seperti dibawah ini:
Tabel 3.1
Matriks Faktor IFAS
	Faktor – Faktor IFAS

	Kekuatan

	1. Efektifitas dari operasi samsat keliling (SAMLING) dalam pelayanan PAJAK KENDARAN BERMOTOR

	2. Adanya kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah melalui penagihan pajak Door to Door

	3. Adanya pelatihan dan pengembangan rutin yang dilakukan di SAMSAT

	4. Kebijakan Pemerintah dalam mendukung peningkatan penerimaan PAD

	5.  Sistem teknologi informasi yang sudah memadai

	6.  Komunikasi yang baik antar pegawai

	7.  Kinerja pegawai yang terlatih dan profesional

	8. Kegiatan proses kerja yang berjalan dengan baik, sesuai dengan SOP yang berlaku

	Kelemahan

	1.   Terjadinya kebocoran dalam penerimaan pajak dikarenakan tidak diketahui rekapitulasi penerimaan pajak selama tahun berjalan maupun tahun – tahun sebelumnya

	2.  Kurangnya pemahaman dalam penggunaan teknologi pelayanan

	3. Kurangnya atau tidak memiliki kemampuan interpersonal (ramah, komunikatif )

	4.  Beban kerja yang tinggi dan tidak merata

	5.  Kurangnya pengawasan terhadap kinerja individu

	Total


Tabel 3.2 
Matriks Faktor EFAS
	Faktor – Faktor EFAS

	Peluang

	1. Kerjasama dengan intansi terkait pembayaran pajak online

	2. Kebijakan digitalisasi yang dapat mempermudah pekerjaan

	3. Rutin
melakukan
sosialisasi
untuk
meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pembayaran pajak

	4. Kemajuan teknologi yang mendukung sistem administrasi

	5. Peningkatan kesadaran pajak oleh masyarakat

	Ancaman

	1. Kecenderungan menghindar dalam membayar pajak

	2.
Peruhahan regulasi secara tiba – tiba dapat membuat kesulitan dalam melakukan pelayanan

	3.
Kurang kuatnya server atau sistem (server down atau error) sehingga dapat mengganggu dan menghambat dalam pelayanan

	4. Persaingan antar daerah dalam menarik pendapatan

	5.
Ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi pendapatan daerah

	Total


3.9. 
Teknik Keabsahan Data
 Dalam penelitian ini, untuk memastikan keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi sebagai alat untuk pengecekan keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang sebenarnya peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji keabsahan data.
Peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai peengecekan keabsahan data. Triangulasi sumber adalah teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan dari beberapa sumber. Menurut Patton, triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajad kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
Gambar 3.3 Triangulasi “sumber” pengumpulan data
BAB IV
HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
1.1.1. Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Bapenda Kaltara) merupakan salah satu badan yang ada di Kalimantan Utara yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penunjang keuangan di Bidang Pendapatan Daerah sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dari dibentuknya Bapenda Kaltara sendiri adalah untuk menunjang dan meningkatkan pendapatan daerah serta mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah serta tugas pembantuan lainnya. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara sendiri berlokasi di Ibukota Kalimantan Utara yaitu Jl. Rambutan No.06, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Utara memiliki visi dan misi sebagai berikut :
Visi 
: “Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan  
   Pendapatan  Daerah yang transparan dan akuntabel.”
Misi 
: 

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan    pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
4. Meningkatkan jejaring kerja, koordinasi yang strategis, dan integrasi pembangunnan untuk peningkatan PAD.
5. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi. 
6. Meningkatkan pengetahuan, partisipasi dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha dalam penerimaan daerah.
Motto 
: “Transparan, Akuntabel, Profesional dan Integritas.”
1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas pokok untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan kewenangan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, yang terdiri dari :
1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
2. Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Adapun fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu :
1. Dalam Peraturan Daerah Bapenda sebagai penyusun kebijakan dibidang keuangan dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. 
2. Melaksanaan tugas dukungan dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah
4. Melakukan pembinaan secara teknis terhadap penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa program layanan unggulan yang digunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
1. Drive Thru, merupakan program layanan membayar pajak langsung dari atas kendaraan wajib pajak tanpa harus mengantri di loket samsat dan saat in untuk Samsat Drive Thru baru ada di Kota Tarakan
2. Samsat door to door, merupakan program layanan samsat dengan cara mendatangi rumah wajib pajak satu persatu berdasarkan alamat yang tertera di STNK yang dilakukan oleh petugas Bapenda untuk membeirkan informasi terkait tunggakan pajak dengan melampirkan surat penetapan pajak yang sudah jatuh tempo dan besaran biaya yang 
3. Samsat Keliling merupakan layanan untuk masyarakat membayar pajak yang biasanya difasilitasi dengan bus atau mobil. Biasanya layanan ini berpindah – pindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan ketentuan dan kebijakan jadwal yang telah ditetapkan sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak tanpa harus datang ke samsat induk.
4. Gerai Samsat merupakan salah satu layanan pembayaran pajak yang diberikan oleh samsat Kaltara yang dititipkan ke beberapa Kantor Kecamatan atau Kelurahan Kota.
Untuk lebih mengintensifikasi dan mengekstensifikasi sumber – sumber penerimaan PAD itu sendiri telah dibentuk  5 UPT Badan Pendapatan Daerah yang berkedudukan di masing – masing daerah Kabupaten atau Kota  di Wilayah Provinsi Kalimatan Utara.
Tabel 4.1 Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan di Provinsi Kalimantan Utara
	No
	UPT
	Alamat

	1
	UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Bulungan
	Jl. Agatish, Tj. Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, kode pos 77216 

	2
	UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan
	Jl. Kamboja No. 68, Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

	3
	UPTD Bapenda Kelas A Wilayan Tanah Tidung
	Jl. Trans Kaltara KM 4 RT. 07 Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kabupaten Tana Tidung

	4
	UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Malinau
	Jl. Raja Pandhita RT. 2 No. 14 Teluk Sanggan Malinau Kota Kabupaten Malinau

	5
	UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan
	Jl. T.M. Pahlawan No. 06, West Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kode Pos 77482


1.1.3. Jenis Pajak Daerah yng dikelola Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Ada beberapa pajak daerah yang menjadi tanggung jawab dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu : 
1.   Pajak Kendaran Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang ditetapkan pemerintah untuk kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Tarif pajak untuk pajak kendaraan bermotor sendiri bervariasi sesuai dengan jenis kendaraan, kapasitas mesin dan wilayah administratif. Pajak kendaraan bermotor ini sendiri harus dibayar oleh wajib pajak sebanyak sekali setahun.
2.   Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
BBNKB merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, warisan, hibah, dan tukar menukar.
3.   Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
PBBKB merupakan pajak atas bahan bakar kendaraan bermotorBahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar baik cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

4.   Pajak Air Permukaan (PAP)
Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk berbagai keperluan, termasuk industri, pertanian, dan rumah tangga. Air permukaan yang dimaksud mencakup air sungai, danau, dan sumber air lainnya. PAP penting untuk memastikan penggunaan air yang berkelanjutan dan memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah untuk pengelolaan sumber daya air.
5.   Pajak Rokok
Subjek Pajak Rokok adalah Konsumen rokokPungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah
6.   Pajak Alat Berat (PAB)
Pajak Alat Berat (PAB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang beroperasi di wilayah suatu daerah. Alat berat yang dimaksud meliputi berbagai jenis mesin dan peralatan yang digunakan untuk konstruksi, pertambangan, dan kegiatan industri lainnya. PAB penting untuk dicatat karena alat berat memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sering digunakan dalam proyek-proyek besar.
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan pungutan tambahan yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi atas pajak pokok MBLB yang terutang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

1.1.4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Berikut merupakan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara ;
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1. Kepala Badan
Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai yang tercantum dalam ayat 204 memilki tugas pokok membantu Gubernur dalam peenyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pajak tertentu daerah, pembinaan dan pengawasan pendapatan, perencanaan, dana perimbangan, pendapatan lain – lain dan retribusi daerah. Kemudian pada ayat 205 dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah memiliki fungsi yaitu :
a. Melakukan perumusan teknis dibidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah.
b. Melakukan pembinaan, perencanaan, dan perumusan serta pengendalian terhadap kebijakan retribusi daerah dan pendapatan lain – lain.
c. Melakukan pengendalian, pembinaan, perencaan dan perumusan terkait kebijakan retribusi dan pendapatan lain – lain.
d. Pengendalian, pembinaan, perencanaan dan perumusan kebijakan terhadap pengembangan pendapatan.
e. Melakukan penyelenggaraan urusan kesekretariatan
f. Pelaksanaan Unit Pelaksanan Teknis
g. Melakukan Pembinaan jabatan fungsional, dan 
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang dan tugas serta fungsinya.
2. Sekretaris
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah memilik tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik dalam lingkungan  Badan Pendapatan Daerah, Sekretaris juga menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretaris; 

b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan

d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi program, akuntabilitas dan informasi public;
e. Menyelenggarakan penatausahaan administrasi pendapatan dan belanja;
f. Menyelenggarakan rumah tangga Badan;
g. Menyelenggarakan adminsitrasi perkantoran;
h. Menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan;
i. Menyelenggarakan fasilitasi pemenuhan kebutuhan, pemeliharan sarana dan prasarana perkantoran;
j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan seusai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
Kepala Bidang Perencaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah memilik tugas pokok melakukan analisa dan pelaporan data pendapatan, melakukan pengembangan teknologi informasi pendapatan, penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Selain tugas pokok, Kepala Bidang ini menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan;
c. Melakukan koordinasi terhadap kebijakan perencanaan dan pengembangan dengan instansi terkait;
d. Melaksanakan penyusunan konsep kerjasama dan produk hukum lainnya;
e. Melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian sistem informasi pendapatan;
f. Melakukan koordinasi terhadap penyusunan program, anggaran dan perundang – undangan;
g. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
h. Melakukan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
m. Menyusun program dan anggaran;
n. Melakukan pengembangan sistem dan teknologi informasi bidang pendapatan, dan;
o. Melakukan perumusan terhadap perencanaan pendapatan dan belanja;
4. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Menunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan dalam aspek keuangan, baik Pajak Kendaran Bermotormaupun Non Pajak Kendaraan Bermotor. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah juga memiliki fungsi  yaitu :
a. Melakukan penyelenggaraan mengenai perhitungan tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta Pajak Permukaan Air (PAP);
b. Melakukan penyelenggaraan dan pengkoordinasian serta fasilitas penetapan tarif retribusi daerah;
c. Melakukan penyelenggaraan koordinasi pelayanan pemungutan Pajak Kendaran Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Permukaan Air (PAP) kepada UPTD dan Instansi Terkait Lainnya, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada wajib pungut;
d. Melakukan penyelenggaraan untuk koordinasi pendaftaran dan pendataan wajb pajak dan objek pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), pendataan Wajib Retribusi dan Objek Retribusi Daerah serta Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB);
e. Melakukan penyelenggaraan dalam koordinasi penagihan dan penetapan Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
f. Melakukan penyelenggaraan dan mengkoordinasi penerimaan Pajak Kendaran Bermotor (PPB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepada UPTD, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada wajib pungut, serta penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Retribusi Daerah kepada UPTD dan Perangkat Daerah lainnya;
g. Melakukan penyelenggaraan pelaporan pajak dan penatausahaan untuk Pajak Kendaran Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB);
h. Melakukan penyelenggaraan dalam hal bahan kebijakan penghapusan, keringan dan restitusi pajak untuk Pajak Kendaran Bermotor (PKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Retribusi Daerah;
i. Melakukan penyelenggaraan mengenai bahan kebijakan penghapusan piutang untuk Pajak Kendaran Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Retribusi Daerah;
j. Melakukan Penyelenggaraan mengenai bahan kebijakan penghapusan data Objek Pajak untuk Pajak Kendaran Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Wajib Pungut untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta Pajak Air Permukaan (PAP) dan Retribusi Daerah;
k. Melakukan penyelenggaran dan koordinasi sosialisasi dan penyuluhan, konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak untuk Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepada UPTD;
l. Melakukan penyelenggaraan  terhadap Pendampingan dan sosialisasi untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada wajib pungut;
m. Melakukan penyelenggaran terhadap pembinaan, koordinasi dan fasilitas pengelolaan pendapatan terhadap Perangkat Daerah Penghasil, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
n. Melakukan penyelanggaraan untuk koordinasi pemungutan dan penetapan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Retribusi Daerah;
o. Melakukan penyelenggaraan dan koordinasi untuk sosialisasi, penyuluhan, kosultasi dan Pendampingan wajib pajak untuk Pajak Air Permukaan (PAP) dan Retribusi Daerah;
p. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Pendapatan Lainnya;
q. Melakukan kegiatan pelaporan dan penatausahaan pengelolaan Non Pajak Kendaraan Bermotor;
r. Melakukan pengendalian penerimaan pendapatan pada Rekening Kas Umum Daerah;
s. Pelaksanaan kajian bahan laporan realisasi penerimaan pendapatan;
t. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan
u. Melakukan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan;
v. Melakukan pengkajian sebagai bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan pendapatan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah;
w. Melakukan pengendalian dan penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Pendapatan;
x. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD lingkup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan pendapatan;
y. Melakukan pelaporan dan evaluasi Bidang Pengelolaan Pendapatan; dan 
z. Melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengendalian dan koordinasi serta pembinaan internal, meliputi teknis administrasi dan operasional, pegawai dan keuangan barang. Keepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah juga memiliki fungsi yaitu :
a. Melakukan perumusan mengenai kebijakan dibidang pengendalian dan pembinaan;
b. Melakukan penyusunan program dan anggaran;
c. Melakukan pelaksanaan pembinaan secara teknis dalam administrasi dan operasional, barang, keuangan dan pegawai;
d. Melakukan pengendalian meliputi teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain – lain pendapatan;
e. Melakukan pengendalian administrasi barang, pegawai, keuangan dan teknologi informasi;
f. Bersama pengawas eksternal melakukan evaluasi
g. Melakukan evaluasi Kinerja Badan;
h. Menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi;
i. Menyusun laporan dari hasil pelaksanaan program dan anggaran;
j. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengendalian dan temuan pengawan eksternal; dan
k. Melakukan pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
1.2. Penyajian Data
Penyajian data dalam penelitian ini difokuskan pada perbandingan antara target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan realisasi penerimaan serta akumulasi piutang (tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Data ini merupakan basis utama dalam melakukan analisis SWOT, guna melihat sejauh mana kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola potensi pajak yang ada. Adapun data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Target, Realisasi dan Tunggakan
Pajak Kendaran Bermotor Provinsi Kalimantan Utara                     Anggaran tahun 2018-2022

	No
	Tahun
	Target            (Rp.)
	Realisasi        (Rp.)
	Tunggakan         (Rp.)

	1
	2018
	71.500.000.000,-
	72.000.000.000,-
	94.521.770.550,-

	2
	2019
	78.720.000.000,-
	95.515.819.400,-
	127.045.069.000,-

	3
	2020
	85.000.000.000,-
	71.262.579.200,-
	108.163.644.940,-

	4
	2021
	93.500.000.000,-
	77.925.744.900,-
	111.247.608.810,-

	5
	2022
	78.700.000.000,-
	88.944.647.800,-
	125.231.302.290,-


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, ( 2023 )
Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, peneliti dapat mendeskripsikan kondisi kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

1) Fluktuasi Realisasi terhadap Target: Pada tahun 2018, 2019, dan 2022, Bapenda Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam melampaui target yang ditetapkan, dengan puncaknya pada tahun 2022 yang mencapai 113,01%. Namun, terdapat penurunan kinerja pada tahun 2020 (90,72%) dan 2021 (97,45%) yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 serta kendala teknis pada infrastruktur jaringan pelayanan (server error).

2) Anomali Pertumbuhan Tunggakan: Meskipun realisasi tahunan seringkali melampaui target, terdapat fakta yang memprihatinkan pada kolom tunggakan/piutang pajak. Data menunjukkan bahwa nilai tunggakan pajak selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya secara linier. Pada akhir tahun 2022, nilai tunggakan mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu Rp125.231.302.290,-. Angka ini secara signifikan jauh lebih besar dibandingkan dengan total realisasi penerimaan pada tahun yang sama (Rp88,9 Miliar).

3) Kesenjangan Kinerja (Performance Gap): Tingginya angka tunggakan yang menembus angka 125 Miliar ini mengindikasikan bahwa selama ini penentuan target masih bersifat budgeter (berdasarkan kebutuhan anggaran belanja) dan belum sepenuhnya berbasis pada potensi riil objek pajak yang ada di lapangan. Akumulasi tunggakan ini menjadi potensi pendapatan asli daerah yang belum mampu dioptimalkan, meskipun secara prosentase target tahunan terlihat berhasil dicapai.
4) Compliance Gap : Besarnya angka tunggakan PKB di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 – 2022 menunjukkan adanya compliance gap (kesenjangan kepatuhan) yang signifikan. Sebagaimana dijelaskan dalam teori potensi pajak, tunggakan ini merupakan selisih antara pajak yang seharusnya terutang menurut hukum dengan jumlah pajak yang secara rill dibayarkan oleh wajib pajak tepat waktu

4.3 
Analisis Hasil Wawancara
Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menggali alasan di balik angka-angka yang tercantum dalam laporan kinerja Bapenda Provinsi Kalimantan Utara periode 2018–2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2. Berdasarkan daftar pertanyaan wawancara yang diajukan kepada informan, ditemukan beberapa poin analisis utama sebagai berikut:
1) Analisis Ketimpangan Realisasi dan Tunggakan 
Berdasarkan data pada Tabel 4.1, terlihat adanya masalah serius pada akumulasi tunggakan yang terus meningkat setiap tahunnya, di mana pada tahun 2022 angka tersebut mencapai Rp125.231.302.290,-. Hasil wawancara mengungkap bahwa nilai tunggakan yang melonjak ini dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat untuk menghindari pembayaran pajak serta kendala teknis dalam rekapitulasi data. Secara analisis, nilai tunggakan tahun 2022 secara signifikan melampaui total realisasi tahunan (Rp88,9 Miliar), yang membuktikan bahwa beban kerja pegawai sangat tinggi karena harus mengelola piutang yang nilainya lebih besar dari target tahunan itu sendiri.

2) Efektivitas Kebijakan Operasional 

Meskipun tunggakan tinggi, Bapenda menunjukkan kekuatan dalam hal pencapaian target tahunan, khususnya pada tahun 2022 yang mencapai realisasi sebesar 113,01%. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan ini didorong oleh kebijakan penagihan door to door dan operasional Samsat Keliling yang dinilai sudah maksimal dan sesuai SOP. Hal ini menandakan bahwa secara operasional lapangan, Bapenda memiliki kompetensi yang kuat, namun kekuatan ini belum cukup untuk menekan laju pertumbuhan tunggakan yang bersifat sistemik.

3) Adaptasi Teknologi dan Regulasi 

Data menunjukkan penurunan realisasi yang tajam pada tahun 2020 (Rp71,2 Miliar) dan 2021 (Rp77,9 Miliar). Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi akibat pandemi dan kendala infrastruktur IT seperti server down. Meskipun peluang digitalisasi diakui sangat mempermudah pelayanan, namun berdasarkan wawancara , sistem yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan rekapitulasi data secara real-time, yang menjadi salah satu penyebab tunggakan membengkak hingga akhir periode penelitian.

4.4 
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal
Setelah melakukan observasi dan wawancara mendalam terkait data realisasi serta besarnya tunggakan pajak pada Bapenda Provinsi Kalimantan Utara, peneliti mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kinerja organisasi. Faktor-faktor ini dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan (internal) serta peluang dan ancaman (eksternal) sebagai berikut:

4.4.1 Faktor Internal (Strengths & Weaknesses)

1. Kekuatan (Strengths):
· Operasional Lapangan yang Aktif: Program door to door dan Samsat Keliling terbukti efektif dalam menjemput bola, yang tercermin pada tingginya realisasi tahun 2022 mencapai 113,01%.
· SDM dan Regulasi: Memiliki pegawai yang kompeten dan didukung oleh landasan hukum (Perda) yang kuat dalam pemungutan pajak daerah, sehingga memberikan kepastian hukum dalam operasional
2. Kelemahan (Weaknesses):
· Sistem Rekapitulasi Data: Belum adanya integrasi data secara real-time mengakibatkan sulitnya memverifikasi status kendaraan penunggak secara cepat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Habibie (Teknisi Aplikasi Samsat), yang menyatakan bahwa: 
”Kendala rekapitulasi data memang menjadi hambatan utama dalam validasi data tunggakan, karena data tunggakkan akan menjadi data piutang berjalan selama tahun berjalan yang baru masuk data tunggakan setelah tahun berjalan berakhir”

· Beban Kerja Pegawai: Rasio jumlah pegawai dengan volume piutang pajak sebesar Rp125 Miliar tidak seimbang, sehingga penagihan tidak bisa dilakukan secara merata ke seluruh objek pajak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sisca (Kasi. Pendataan dan Penagihan UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Bulungan), yang menyatakan bahwa: 

”Untuk melakukan penagihan, "Kami memiliki keterbatasan personil untuk melakukan validasi lapangan satu per satu terhadap ribuan objek pajak yang menunggak. Akibatnya, kami cenderung memprioritaskan tunggakan dengan nilai besar dan daerah terjangkau saja."
4.4.2 Faktor Eksternal (Opportunities & Threats)

1. Peluang (Opportunities):
· Digitalisasi Pelayanan: Adanya kebijakan nasional mengenai Samsat Digital memberikan peluang besar untuk mengotomasi penagihan dan mengurangi interaksi tunai.

· Pertumbuhan Objek Pajak: Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Utara setiap tahunnya merupakan potensi PAD yang sangat besar.

2. Ancaman (Threats):
· Rendahnya Kepatuhan Mandiri: Adanya kecenderungan masyarakat untuk menunda pembayaran pajak karena mengharapkan program pemutihan denda di akhir tahun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Takrim (Kasi Pendataan dan Penagihan UPTD Kelas A Wilayah Tarakan), yang menyatakan bahwa: 

”Pada saat dilaksanakannya program relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor, maka banyak kendaraan bermotor yang telah mati pajaknya melakukan pembayaran bahkan ada kendaraan yang belum jatuh tempoh pajak tahunannya  melakukan pembayaran”

· Kendala Infrastruktur IT: Risiko gangguan jaringan (server down) yang dapat menghambat pelayanan dan menurunkan kepercayaan Wajib Pajak, sebagaimana terjadi pada tahun 2020. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Marthina (Kasi Pendataan dan Penetapan UPTD Kelas A Wilayah Tanah Tidung), yang menyatakan bahwa: 

”Keadaan georafis Kabupaten Malinau menyebabkan Gangguan jaringan dan server down sangat menghambat penerimaan karena tidak dapat melakukan penetapan dan mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sehingga wajib pajak enggan kembali dalam waktu dekat untuk melakukan pembayaran pajak”

4.5 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor strategis internal dan eksternal diatas, terlihat adanya kekurangan operasional yang besar namun terhambat oleh kendala sistemik dan beban kerja yang tidak seimbang. Untuk menentukan prioritas strategi dalam mengatasi tunggakan sebesar Rp125.231.302.290 tersebut, maka faktor-faktor tersebut perlu diukur secara kuantitatif melalui pembobotan dan pemberian rating. Penentuan bobot dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan faktor tersebut terhadap pencapaian target PKB, sedangkan rating menunjukkan seberapa efektif Bapenda Provinsi Kalimantan Utara dalam merespons faktor tersebut. Analisis perhitungan tersebut disajikan dalam Matriks IFAS dan EFAS sebagai berikut ini.".
4.5.1 Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary)

Matriks IFAS digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal Bapenda Kaltara. Penentuan rating pada kelemahan didasarkan pada kendala rekapitulasi data yang belum real-time.
Tabel 4.3
IFAS (Internal Factor Analysis Summary)
Matriks ini mengukur kekuatan dan kelemahan internal Bapenda Kaltara.

	Faktor Strategis Internal
	Bobot
	Rating
	Skor
	Penjelasan Tajam

	Kekuatan (Strengths)
	
	
	
	

	1. Efektivitas Samsat Keliling & Door to Door
	0,15
	4
	0,60
	Berhasil mendorong realisasi 2022 hingga 113,01%.

	2. Kinerja Pegawai Profesional & Terlatih
	0,10
	3
	0,30
	Mendukung pencapaian target di tengah keterbatasan sistem

	3. Regulasi Pemungutan PKB yang Kuat
	0,10
	4
	0,40
	Memiliki landasan hukum Perda No. 4/2016 & No. 1/2024.

	4. Komunikasi Internal & SOP yang Baik
	0,05
	3
	0,15
	Menjaga stabilitas operasional harian.

	Kelemahan (Weaknesses)
	
	
	
	

	5. Sistem Rekapitulasi Belum Real-Time
	0,15
	2
	0,30
	Penyebab utama tunggakan membengkak jadi Rp125,2 M.

	6. Beban Kerja Tinggi & Tidak Merata
	0,10
	2
	0,20
	Petugas harus mengelola piutang yang lebih besar dari realisasi.

	7. Keterbatasan Infrastruktur IT di Daerah
	0,10
	2
	0,20
	Menghambat sinkronisasi data antar UPT.

	8. Kurangnya Pengawasan Kinerja Individu
	0,05
	3
	0,15
	Berpotensi menyebabkan kebocoran potensi pajak.

	TOTAL SKOR IFAS
	1,00
	
	2,30
	


4.5.2 Matriks EFAS (External Factor Alaysis Summary)

Matriks EFAS mengevaluasi pengaruh lingkungan eksternal. Peluang digitalisasi diberi rating tertinggi karena menjadi solusi utama bagi piutang pajak.
Tabel 4.4
EFAS (External Factor Analysis Summary)

Matriks ini mengukur peluang dan ancaman dari lingkungan luar.

	Faktor Strategis Eksternal
	Bobot
	Rating
	Skor
	Penjelasan Tajam

	Peluang (Opportunities)
	
	
	
	

	1. Kebijakan Digitalisasi Nasional
	0,15
	4
	0,60
	Peluang mengonversi tunggakan Rp125 M lewat sistem online.

	2. Kerjasama Instansi (Polri & Perbankan)
	0,10
	3
	0,30
	Mempermudah validasi data dan akses pembayaran WP.

	3. Pertumbuhan Jumlah Kendaraan di Kaltara
	0,15
	4
	0,60
	Potensi PAD yang terus meningkat setiap tahun.

	4. Sosialisasi Intensif kepada Masyarakat
	0,10
	3
	0,30
	Meningkatkan kesadaran bayar tanpa menunggu pemutihan.

	Ancaman (Threats)
	
	
	
	

	5. Rendahnya Kepatuhan (Budaya Menunggak)
	0,15
	2
	0,30
	Terlihat dari tren tunggakan yang naik sejak 2018.

	6. Gangguan Sistem (Server Down/Error)
	0,15
	2
	0,30
	Penyebab anjloknya realisasi di tahun 2020 & 2021.

	7. Ketidakstabilan Ekonomi Masyarakat
	0,10
	3
	0,30
	Menurunkan kemampuan bayar pajak kendaraan.

	8. Perubahan Regulasi yang Tiba-tiba
	0,10
	2
	0,20
	Membuat WP berspekulasi menunda pembayaran.

	TOTAL SKOR EFAS
	1,00
	
	2,95
	


4.5.3 Matriks SWOT Strategi Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tabel 4.5
MATRIKS SWOT STRATEGI OPTIMALISASI PKB BAPENDA KALTARA
	Internal/Eksternal
	STRENGHTS (S)
	WEAKNESS (W)

	
	1. Efektivitas Door to Door & Samsat Keliling

2. SDM yang professional

3. Regulasi daerah yang kuat

4. SOP pelayanan yang jelas
	1. Sistem rekapitulasi belum real time

2. Beban kerja tinggi (rasio tunggakan vs petugas)

3. Infrastruktur IT belum merata

4. Validasi data potensi belum akurat


	OPPORTUNITIES (O)
	STRATEGI S-O (Strategi Agresif)
	Strategi W-O (Strategi Perbaikan)

	1. Program Digitalisasi nasional (Samsat Digital) 
 
	1. Digitalisasi Penagihan Aktif : Lebih aktif dalam pendataan dan pelaksanaan door to door dan mengembangkan nya serta menciptakan sistem pembayaran pajak online yang lebih kokoh sehingga WP dapat membayar dimana saja dan kapan saja
	1. Kelemahan utama Bapenda adalah jeda waktu data (delay) karena sistem belum real-time. Kebijakan digitalisasi nasional (seperti implementasi aplikasi SIGNAL atau integrasi data pusat) harus dijadikan momentum untuk melakukan rombak

	2. Kerjasama Instansi (Polri/Bank dan Jasa Raharja)

	2. Ekspansi Layanan: Memanfaatkan kerjasama dengan Bank dan juga Polri. Meningkatkan tingkat kepatuhan secara instan karena adanya sinergi antara fungsi pengawan (Polri) dan fungsi pelayanan (Bapenda) 
	2. Pengawasan internal yang lemah terhadap kinerja pegawai dapat diatasi dengan melibatkan pihak eksternal (Kepolisian dan Jasa Raharja).

	3. Pertumbuhan Unit Kendaraan

	3. Pertumbuhan Jalur Kendaraan: Memperluas basis data objek pajak secara aktif dan mencegah penumpukan tunggakan dari kendaraan – kendaraan baru yang sulit menjangkau kantor Samsat Induk.
	3. Lonjakan jumlah kendaraan (objek pajak baru) akan memperparah masalah beban kerja pegawai yang saat ini sudah tidak merata.

	4. Kesadaran WP lewat sosialisasi 

	4. Sosialisasi Intensif: Meningkatkan kesadaran sukarela masyarakat, yang pada jangka panjang akan menurunkan biaya penagihan karena masyarakat mulai sadar untuk membayar pajak tepat waktu
	4. Karena sistem rekapitulasi data belum real-time, sering terjadi kesalahpahaman data antara petugas dan wajib pajak saat di lapangan.


	THREATS (T)
	STRATEGI S-T (Strategi Diversifikasi)
	STRATEGI W-T (Strategi Defensif)

	1. Budaya Menunggak Masyarakat
	1. Edukasi Berbasis Insentif: Menggunakan regulasi yang kuat untuk reward bagi WP patuh guna melawan budaya menunggak
	1. Audit Investigasi Piutang: Melakukan verifikasi lapangan pada titik – titik tunggakan terbesar untuk mengantisipasi WP yang menghindari pajak

	2. Gangguan server/sistem IT
	2. SOP mitigasi IT: Menyiapkan jalur pelayanan manual yang cepat saat terjadi server down agar realisasi tidak anjlok seperti tahun 2020 - 2021
	2. Upgrade Infrastruktur: Memperkuat kapasitas peladen (server) pusat untuk meminimalisir error yang menghambat pelayanan harian

	3. Kondisi Ekonomi Fluktuatif
	
	

	4. Persaingan/mutasi kendaraan antar daerah
	
	


4.6 Analisis Diagram Kuadran SWOT

Untuk menentukan posisi strategi, dilakukan perhitungan koordinat sebagai berikut:

· Sumbu X (Internal) = (Total Skor Kekuatan – Total Skor Kelemahan) 

1,45 (S) - 0,85 (W) =  0,60
· Sumbu Y (Eksternal) = (Total Skor Peluang – Total Skor Ancaman) 

1,80 (O) - 1,15 (T) =  0,65
Titik koordinat berada pada (0,60 ; 0,65) yang terletak di Kuadran I (Strategi Agresif). Hal ini berarti Bapenda Kaltara berada pada situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki kekuatan untuk memanfaatkan peluang secara maksimal guna menyelesaikan tunggakan sebesar Rp125.231.302.290

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Kinerja Realisasi dan Anomali Tunggakan: Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) periode 2018–2022 menunjukkan fluktuasi yang positif dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 113,01%. Namun, keberhasilan ini dibayangi oleh anomali berupa pertumbuhan tunggakan pajak yang terus meningkat secara linier hingga mencapai Rp125.231.302.290,- pada akhir tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target anggaran dengan potensi riil di lapangan.

2) Posisi Strategis Organisasi: Berdasarkan hasil analisis Matriks IFAS dan EFAS, Bapenda Provinsi Kalimantan Utara memiliki total skor masing-masing sebesar 2,30 dan 2,95. Dalam diagram kuadran SWOT, posisi organisasi berada pada Kuadran I (Agresif) dengan titik koordinat (0,60 ; 0,65). Posisi ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki kekuatan internal yang cukup untuk memanfaatkan peluang eksternal secara maksimal.

3) Strategi Prioritas: Strategi utama yang harus diterapkan adalah strategi S - O (Strenght-Opportunity), yaitu melakukan Transformasi "Door to Door" menjadi "Digital Doorbell" : ": Petugas lapangan tidak lagi membawa kuitansi manual, melainkan tablet yang terhubung ke sistem pusat.
5.2 
Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran strategis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Bapenda Provinsi Kalimantan Utara:

1) Bagi Bapenda Provinsi Kalimantan Utara:
1. Melakukan Data Cleansing secara Masif: Bapenda perlu melakukan validasi dan pembersihan data terhadap angka tunggakan sebesar Rp125,2 Miliar. Hal ini dilakukan untuk memisahkan objek pajak yang "macet ditagih" (karena kendaraan rusak berat/hilang) dengan objek pajak yang "potensial ditagih", sehingga beban kerja pegawai lebih efektif dan data potensi menjadi akurat.

2. Segera melakukan pengembangan atau pembaruan infrastruktur IT agar sistem rekapitulasi data menjadi real-time dan terintegrasi antara pusat dan UPT di daerah.

3. Melakukan Data Cleansing secara berkala untuk memilah piutang pajak pada kendaraan yang sudah rusak berat atau hilang, sehingga angka tunggakan Rp125 Miliar tidak menjadi beban semu dalam laporan keuangan daerah.

4. Menambah kuantitas personel lapangan atau mengoptimalkan penggunaan teknologi otomatisasi penagihan agar rasio petugas dan volume objek pajak lebih seimbang.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya:
Diharapkan peneliti selanjutnya :
a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak hanya berhenti pada analisis Matriks SWOT, tetapi melanjutkan ke tahap pengambilan keputusan menggunakan metode QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). Hal ini bertujuan untuk menentukan prioritas strategi mana yang paling layak dan efektif untuk diterapkan terlebih dahulu dari berbagai alternatif strategi yang telah ditemukan.

b. Mengingat adanya perubahan regulasi melalui UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah), peneliti berikutnya dapat memfokuskan kajian pada pengaruh Opsen Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini sangat relevan untuk melihat apakah kebijakan bagi hasil yang baru benar-benar mampu menekan tax gap di Kalimantan Utara.
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1. Apakah pelayanan operasi samsat dalam PAJAK KENDARAN BERMOTORsudah berjalan maksimal?
2. Apakah penagihan pajak door to door merupakan kebijakan dari pemerintah yang sudah berjalan?
3. Apakah ada pelatihan rutin untuk pengembangan pegawai yang dilakukan di samsat?
4. Apakah ada kebijakan – kebijakan baru atau lama dari pemerintah yang berpotensi untuk meningkatkan PAD?
5. Bagaimana dengan teknologi baik dari segi informasi maupun pelayanan apakah sudah baik?
6. Apakah komunikasi antar pegawai disini sudah baik?
7. Apakah kegiatan di samsat sudah sesuai dengan SOP yang berlaku?
8. Apa pernah terjadi kebocoran dalam penerimaan pajak akibat ketidaktahuan rekapitulasi penerimaan pajak?
9. Apakah pegawai disamsat masih kurang pemahaman dalam penggunaan teknologi atau dalam teknologi pelayanan?
10. Bagaimana pegawai dalam melayani WP?
11. Apakah beban kerja di samsat ini sangat tinggi dan tidak merata?
12. Apakah ada kerjasama dengan intansi lain atau terkait dalam pembayaran pajak?
13. Bagaimana dengan program digitalisasi? Apakah mempermudah atau mempersulit?
14. Apakah kantor samsat rutin melakukan sosialisasi terkait pembayaran pajak?
15. Apakah teknologi dalam administrasi dan perekapan sudah sesuai zaman?
16. Apakah ada kecendrungan dalam membayar pajak?
17. Apakah sering terjadi perubahan regulasi secara tiba – tiba?
18. Bagaimana dengan server atau sistem? Apakah masih sering terjadi error atau server down?
19. Apakah ada persaingan antar daerah dalam menarik pendapatan?
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